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Lampiran 1

Instrumen Penelitian
DRAFT WAWANCARA
Berikut merupakan susunan draft pertanyaan yang akan diberikan kepada

narasumber terkait dalam melaksanakan metode wawancara sebagaimana tertuang
dalam skripsi ini. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan agar memperoleh
informasi yang komprehensif dari sumber yang valid terkait dengan penulisan tugas
akhir berupa skripsi yang berjudul “Upaya Pengambilalihan Kembali Tanah
Sriwedari yang menjadi aset milik Pemerintah Kota Surakarta (Studi Kasus
Putusan Mahkamah Agung No: 514 PK/Pdt/2023)” Narasumber yang dipilih
dalam wawancara adalah Direktur Law & Justice Semarang sebagai penasihat
hukum dari pihak ahli waris:
1. Jadwal Wawancara

Hari/Tanggal : Rabu, 23 September 2025

Waktu :09.29
2. Identitas Narasumber

Nama : Rizka Abdurahman S.H., M.H., C.Med., CMLC., CCA.

Jenis Kelamin  : Laki-Laki

Jabatan : Direktur Law & Justice Semarang

Sebagai : penasihat hukum dari ahli waris
3. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana awal mula kronologi sengketa tanah Sriwedari itu berlangsung?

2. Apayang menjadi penyebab terjadinya konflik sengketa tanah di Sriwedari?



3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam konflik sengketa tanah di Sriwedari
tersebut?

4. Kapan konflik sengketa tanah itu berlangsung?

5. Dimana wilayah konflik sengketa antara pemkot Surakarta dengan ahli
waris keraton Surakarta itu terjadi?

6. Mengapa konflik sengketa tanah itu terjadi?

7. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa tanah sriwedari yang mas lakukan

waktu itu sebagai tim kuasa hukum dari pihak ahli waris itu sendiri?

PERTANYAAN FOKUS MENDASAR

1. Apakah dari awal mula ahli waris meminta jasa dari tim kuasa hukum
mas Rizka untuk dapat menyelesaikan sengketa tanah di pengadilan?
Atau Apakah ada kuasa hukum lain yang bertindak sebagai kuasa
hukum ahli waris untuk menangani masalah sengketa tanah Sriwedari
tersebut?
Jadi begini, sengketa tanah itu awalnya dipegang oleh pengacara yang lain,
cuma pengacara itu akhirnya meninggal dunia dan terus kemudian
dilanjutkan, kebetulan tim yang melanjutkan itu sampai detik ini adalah tim
kuasa hukumnya pak Anwar Rahman, pak Anwar Rahman itu dulu eks
komisi III DPR RI dari F-PKB karena posisinya ahli waris sampai detik
inipun tidak punya uang jadi pak Anwar Rahman menyampaikan bahwa dia
yang selama ini membiayai proses hukum ini, sampai detik ini karena

mengingat kondisi dari para ahli waris yang prihatin dan kasihan.



2. Apa dasar ahli waris mengklaim bahwa tanah ini milik keluarga
keraton Surakarta?
Ahli waris itu mengklaim karena verponding itu atas nama buyutnya yaitu
KRMT Wiryodiningrat dan itu akad notaris pada saat itu berarti akta notaris
Belanda dan itu menyebut namanya langsung bahwa tanah ini milik beliau

3. Apakah para ahli waris memiliki surat bukti kepemilikan yang sah
sebagai pihak yang bersengketa dengan Pemkot Surakarta?
Punya dari stempel basah, verponding asli dari nanti bisa saya tunjukan,
mungkin saya tunjukan fotocopy warnanya karena aslinya ada di ketua tim
paguyuban Pak Gun sama sekarang menjadi ratensi di pak Anwar Rahman
ketua tim kami.

4. Bagaimana keputusan pengadilan waktu itu memberi keputusan
terhadap kasus sengketa tanah sriwedari?
Terkait pokok perkaranya kan sudah dimenangkan ahli waris baik gugatan
keperdataan kepemilikan, gugatan pengosongan, sama gugatan pembatalan

sertipikat hak pakai yang telah dikeluarkan BPN kepada Pemkot Surakarta.



